Uni versitas Indonesia Library >> U - Tesis Menbership

Kedudukan camat sebagai pejabat pembuat akta tanah (PPAT)
sementara di kota Salatiga

Mugaera Djohar, author

Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 721d=107106& | okasi=lokal

Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 yang kemudian diganti dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 setiap perbuatan hukum atas tanah, baik berupa peralihan hak maupun
penjaminannya harus dilakukan dengan akta Pejabat. Pejabat yang dimaksud adalah Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961. Camat
adalah PPAT sementara, wal aupun kehadirannya masih dibutuhkan oleh masyarakat terutama di Kota
Salatiga. Sebelum berlakunya Undang-Undang Rumah susun Serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan mengenal PPAT tersebut hanya diatur oleh Peraturan Pemerintah. Dengan metode
penelitian Kepustakaan yang bersifat Y uridis Normatif, penelitian ini memberikan analisa terhadap masalah
kedudukan Camat sebagai PPAT Sementara dan Dapatkah kedudukan Camat sebagai PPAT Sementara
dipertahankan. Sebaiknya kedudukan camat sebagai PPAT sementara dihapus terutama untuk daerah-daerah
yang sudah ada Pejabat Pembuat Akta Tanahnya. Dan menggingat masih banyak di kota salatiga tanah-
tanah yang belum bersertipika, peran Camat sabagai Pamong Praja dan PPAT masih banyak berperan dan
dibutuhkan.
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